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KUCURAN DANA APBN

Sulteng Dikalahkan
Gorontalo, Kendari dan NTB

PALU, MERCUSUAR- Kucuran dana

APBN di tahun ini untuk Provinsi
Sulteng masih sangat rendah, jika
dibandingkan dengan beberapa
provinsi lain di Indonesia. Bahkan
Sulteng dikalahkan provinsi
Gorontalo, Kendari dan Nusa
Tenggara Barat (NTB).

Anggota DPR RI dapil-
Sulteng H Rendy Lamadjido,
saat ditemui di Kantor
Gubernur Sulteng menga-
takan salah satu penyebab
mengapa Sulteng alokasi

APBN sangatrendah diban- |obi-lobi anggaran ke pu-
dingkan dengan provinsi sat, “Tapi itu dulu. Tapi - Lamadjido, Senin (22/4)
lain, dikarenakan kurang kalau pemerintahan saat
responsifiya pemerintah ini, pak gub-nya sudah  inisaja, Sulteng hanyamen-
daerah dalam melakukan bagus, Malah kita sering peroleh alokasi anggaran

lakukan perte-
muan dengan
beliau mem-
bicarakan
mengenai
angga-
ran-ang-

dari pusat Rp7,3 triliun,
sedangkan NTB melebihi
dua kali lipat anggaran
Sulteng, yakni mencapai
Rp14triliun,

Disamping itu lanjut po-
litisi PDIP itu, ia menya-
rankan kepada pemerintah
daerah saat ini, agar da-
pat menyiap}an data base
pendukung usulan setiap
program ke pusat. Karena
hal itu, yang mendukung
. prosespérsetujuanang-
garandi DPRRI,

“Selama ini, kan kita
kebingungan, siapayangha-
rus kita hubungi, kalau data
base-nya belum lengkap.
Sedangkan waktunyasudah
mepet. Belum lagi masalah

H Rendy Lamadjido

garan APBN," kata Rendy

lamencontohkan di tahun

kesiapan lahan masih ber-
masalah. Ini jujur saya bi-
cara, sampai-sampai kita
frustasi soal ini)" akunya.

Terpaksa kata dia,
anggaran yang seha-
rusnya digelontorkan
untuk kepentingan
daerah inf harus diali-
hkan ke daerah lain.

Karena dari kelengkapan
data base, mereka yang su-
dah memenuhinya,

“Kami juga tidak bisa
berbuat banyak soal ini.
Harapannya, pemda harus
menyiapkan data base den-
ganlengkap. Dan harus jelas
siapa yang bisa dihubungi
dan bertanggungjawab soal
itu," harapnya, uRy




